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Pembangunan kampus UIII Depok (Kementerian PUPR) 

Jakarta -  
Anggota Dewan Pengawas (Dewas) RRI Frederick Ndolu menggugat Kementerian Agama 
(Kemenag) senilai Rp 4 triliun terkait proyek pembangunan kampus Universitas Islam 
Internasional Indonesia (UIII). Hal itu terkait pengalihan status tanah RRI. 

"Alih status lahan eks RRI di Cimanggis Depok seluas 142 hektare dari LPP RRI kepada 
Kementerian Agama telah dilakukan sesuai prosedur, sudah sesuai dengan PP 27 tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jadi tidak benar kalau 
Kementerian Agama melakukan perbuatan melawan hukum," kata kuasa hukum 
Kemenag, Ibnu Anwarudi, kepada wartawan, Kamis (7/1/2021). 

Soal tuduhan Frederick Ndolu (Penggugat) ada pemindahtanganan aset LPP RRI kepada 
Kementerian Agama, Ibnu menegaskan hal itu jelas keliru. Dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara (BMN), jelas berbeda apa itu pemindahtanganan dan apa itu pengalihan status 
penggunaan. 

"Kalau pemindahtanganan itu berarti telah beralih status kepemilikannya, ini kan sama 
sekali tidak beralih status kepemilikannya," ujar Ibnu. 
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BMN tersebut statusnya tetap milik negara, hanya dialihkan penggunaannya dari LPP RRI 
kepada Kementerian Agama. Penggunaan BMN untuk kepentingan umum itu dibenarkan 
apabila ada persetujuan Kementerian Keuangan, dan persetujuan itu melalui Surat 
Menteri keuangan nomor S-422/MK.6/2016. 

"Penggunaan BMN itu dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang 
kepada pengguna barang lainnya (antar kementerian atau antar lembaga negara) dengan 
tujuan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam konteks kepentingan umum, yang 
penting ada persetujuan Pengelola BMN (Kemenkeu)," tegas Ibnu. 

"Jadi LPP RRI dan Kementerian Agama itu sama-sama Pengguna, sedangkan Pengelola 
BMN itu Kementerian Keuangan," sambung Ibnu. 

Kementerian Agama menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan 
keagamaan dengan membangun kampus UIII. Pembangunan kampus UIII sendiri 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas 
Islam Internasional Indonesia. Dan pembangunan Universitas Islam Internasional 
Indonesia tersebut merupakan proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 56 Tahun 2016. 

"Seluruh proses alih status lahan tersebut sudah dilalui sesuai aturan oleh LPP RRI, 
Kemenkeu maupun Kemenag. Adapun 4 dari 5 org Dewas LPP RRI menyatakan setuju. 
Saudara Frederick Ndolu sendiri dalam gugatannya juga mengakui kalau Ia menyetujui 
pembangunan kampus UIII," terang Ibnu. 

"Kalau sekarang dia menggugat mengatasnamakan Dewan Pengawas, kenapa hanya dia 
sendiri yang menggugat? malah 4 Dewan Pengawas LPP RRI yang lain juga turut ia 
gugat, ini makin membingungkan, jadi sebenarnya Sdr,. Frederick Ndolu ini 
mengatasnamakan Dewan pengawas yang mana dan untuk kepentingan siapa?" kata 
Ibnu membalik pertanyaan. 

Karena perkara sudah masuk ke ranah persidangan, Ibnu menyatakan substansi jawaban 
lengkap dan bukti-bukti proses alih status yang sudah dilakukan nanti akan disampaikan di 
persidangan. 

Sebelumnya, Frederik mengungkapkan alasan gugatannya adalah karena ingin 
mempertahankan Kompleks Pemancar RRI Cimanggis untuk pembangunan Multimedia 
Radio Republik Indonesia. Frederik mengaku sudah melakukan berbagai cara namun 
belum berhasil. 

"Apa yang saya lakukan melalui gugatan kepada para pihak ini merupakan proses 
panjang yang sudah di mulai sejak 2016, ketika awal kita 5 orang dilantik menjadi anggota 
dewan pengawas LPP RRI melalui keputusan presiden. Saya sudah bberapa kali minta 
izin di RDP komisi I untuk menggunakan pengacara publik mempertahankan kompleks 
Pemancar RRI Cimanggis untuk pembangunan multimedia Radio Republik Indonesia," 
kata Frederik dalam keterangannya, Rabu (6/1). 

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
(SIPP PN Jakpus), Rabu (6/1/202), perkara ini mengantongi nomor perkara 655/pdt. 
G/2020/ PN Jkt Pst tertanggal 10 November 2020. Gugatan ini berkaitan dengan 
perbuatan melawan hukum terhadap alih fungsi aset milik LPP RRI di Kompleks RRI 
Cimanggis Depok oleh Kemenag RI untuk pembangunan Universitas Islam Internasional 
Indonesia (UIII). 



Dalam hal ini penggugatnya adalah Frederik Ndolu. Mereka yang tergugat sebagai berikut: 

1. Direktur Utama LPP RRI 
2. Menteri Agama Republik Indonesia 
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia 
4. Menteri Negara Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
c.q. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Jawa Barat c.q. Kepala Kantor 
Pertanahan Kotamadya Depok 
5. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Miftam 
6. Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, 
Hasto Kuncoro 
7. Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, 
Tantri Relatami 
8. Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Dwi 
Hernuningsih 
9. Lukman Hakim Saefudin (Menag periode 2014-2019) 
10. Prof Kamaruddin Amin 
11. Waskita Karya 
12. Wijaya Karya 
13. PT Brantas Abipraya 

(asp/knv) 

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5325129/ini-jawaban-kemenag-atas-gugatan-anggota-

dewas-rri-soal-lahan-kampus-uiii?single=1 
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